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ABSTRACT 

This study discusses the application of siyasah syar'iyyah values in the process of forming Indonesian 

national laws and public policies. Siyasah syar'iyyah is understood not only as an Islamic political concept, 

but also as a philosophical and normative foundation in legislation that emphasizes the principles of justice 

(al-'adl), benefit (al-maṣlaḥah), and public participation (al-syura). Using qualitative research methods and 

a normative legal approach—through a statute approach and conceptual approach—this study examines 

the integration of Islamic values in Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. The 

results of the study show that the values of siyasah syar'iyyah are in line with national legal principles such 

as justice, openness, responsibility, and clarity of purpose. The implementation of these principles is evident 

in various regulations, including Presidential Regulations No. 59 of 2017 and No. 111 of 2022 concerning 

Sustainable Development Goals (SDGs), which contain the value of maslahah 'ammah through an 

orientation towards social welfare, environmental protection, and economic justice. Therefore, the 

integration of siyasah syar'iyyah not only strengthens the moral and spiritual legitimacy of national law, 

but also ensures that the legislative process in Indonesia is oriented towards public interest and social 

justice in accordance with maqāṣid al-syarī'ah. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas penerapan nilai-nilai siyasah syar’iyyah dalam proses pembentukan hukum dan 

kebijakan publik nasional Indonesia. Siyasah syar’iyyah dipahami bukan hanya sebagai konsep politik 

Islam, tetapi juga sebagai landasan filosofis dan normatif dalam legislasi yang menekankan prinsip keadilan 

(al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan partisipasi publik (al-syura). Dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan pendekatan hukum normatif—melalui statute approach dan conceptual 

approach—penelitian ini menelaah integrasi nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai 

siyasah syar’iyyah sejalan dengan asas hukum nasional seperti keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, 

dan kejelasan tujuan. Implementasi prinsip tersebut tampak pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs), yang mengandung nilai maslahah ‘ammah melalui orientasi terhadap kesejahteraan 

sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi siyasah syar’iyyah tidak 

hanya memperkuat legitimasi hukum nasional secara moral dan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa 

proses legislasi di Indonesia berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial sesuai dengan 

maqāṣid al-syarī‘ah. 
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A. Introduction 

 

Konsep siyasah syar’iyyah dalam konteks pembentukan hukum nasional dapat 

dipahami sebagai pendekatan nilai yang menuntun proses legislasi agar senantiasa 

berlandaskan pada keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan tanggung jawab 

sosial (mas’ūliyyah).(Masykur, 2023) Dalam ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan, 

siyasah syar’iyyah tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik pemerintahan Islam, tetapi 

juga sebagai fondasi filosofis dan etik yang menjiwai proses penyusunan, pembahasan, 

dan pengesahan suatu norma hukum.(Anwar dkk., 2020) Nilai-nilai moral tersebut 

berfungsi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disusun negara tidak 

hanya sah secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat luas. 

Sebagai dasar filosofis, siyasah syar’iyyah menegaskan bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan harus berpijak pada tujuan syariat, yakni menghadirkan 

kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (jalb al-maṣlaḥah wa dar’ al-mafsadah).(Hanum, 

2019) Nilai keadilan dan kemaslahatan ini sejalan dengan asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022, seperti asas kejelasan tujuan, asas keadilan, dan asas keterbukaan. Artinya, 

proses legislasi tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga harus 

mengandung legitimasi moral dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

publik dan teologis.(Suryani, 2020) Dengan demikian, siyasah syar’iyyah dapat dijadikan 

landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional agar setiap peraturan yang 

dihasilkan selaras dengan nilai kemanusiaan universal, prinsip keadilan sosial, dan 

tujuan syariat. 

Dari sisi sosiologis, siyasah syar’iyyah memberikan kerangka nilai yang 

menekankan pentingnya partisipasi publik (al-syura) dalam proses pembentukan 

hukum.(Jamhuri & Farhani, 2024) Prinsip musyawarah ini mengandung makna bahwa 

rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi melalui mekanisme konsultasi 

publik, rapat dengar pendapat, atau forum akademik. Prinsip tersebut sejalan dengan 

asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang 

sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022.(Ishomuddin, 2025) Partisipasi publik 

tidak hanya memperkuat legitimasi sosial hukum yang dihasilkan, tetapi juga menjadi 

manifestasi dari syura sebagai prinsip demokrasi deliberatif dalam Islam. partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan manifestasi dari asas 

keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Partisipasi 

tersebut, baik secara langsung melalui RDPU maupun secara tidak langsung melalui 

media massa, memperkuat legitimasi sosial hukum dan mencerminkan implementasi 

prinsip al-syura dalam konteks siyasah syar’iyyah.(Muhammad Ardian Maulana Azmi & 

Akhmad Zaki Yamani, 2025) 

Sedangkan secara yuridis, siyasah syar’iyyah dapat dijadikan inspirasi dalam 

merumuskan norma hukum yang mencerminkan prinsip keadilan substantif dan 
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kepastian hukum.(Fahmi, 2017) Dalam konteks ini, produk-produk hukum seperti 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat bukan semata 

sebagai kebijakan pembangunan, melainkan sebagai contoh konkret dari proses legislasi 

yang memuat nilai-nilai maslahah ‘ammah (kemaslahatan publik).(Perdana & Aprilia, 

2023) Peraturan tersebut menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi sarana untuk 

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, 

yang dalam perspektif syariat merupakan bagian dari tujuan maqāṣid al-syarī‘ah seperti 

perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah). 

Dengan menempatkan siyasah syar’iyyah sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan 

yuridis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Ilmu 

Perundang-undangan akan memperoleh dimensi moral dan spiritual yang lebih 

utuh.(Maulida & Umar, 2022) Hukum yang lahir dari nilai siyasah syar’iyyah bukan hanya 

mengatur perilaku manusia secara yuridis, tetapi juga membimbing pembentuk undang-

undang untuk merumuskan norma yang mencerminkan keadilan substantif dan 

kemaslahatan bersama.(Mustafa, 2025) Pendekatan ini memperkaya sistem hukum 

nasional dengan nilai-nilai etik Islam yang harmonis dengan prinsip konstitusionalisme 

dan Pancasila, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat mewujudkan 

keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. 
 

 

B. Method 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum 

normatif,(Nurhayati dkk., 2021) yaitu menelaah kaidah dan prinsip hukum yang berlaku 

untuk dianalisis secara konseptual dan sistematis berdasarkan norma-norma hukum 

tertulis serta doktrin para ahli. Metode ini digunakan untuk memahami penerapan nilai-

nilai siyasah syar’iyyah dalam pembentukan hukum nasional melalui perspektif Ilmu 

Perundang-undangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma 

dan asas pembentukan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, 

pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan nilai-nilai dan prinsip dalam 

siyasah syar’iyyah seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan musyawarah 

(al-syura) sebagai dasar filosofis pembentukan hukum nasional. Kedua pendekatan ini 

digunakan secara terpadu untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai integrasi 

nilai-nilai Islam dalam proses legislasi di Indonesia. 

 

C. Results and Discussions 

Prinsip-Prinsip Siyasah Syar’iyyah dalam Pembentukan Hukum Nasional 

Nilai-nilai utama dalam ajaran Islam seperti al-‘adl (keadilan), al-amanah 

(kepercayaan), al-syura (musyawarah), al-mas’uliyyah (tanggung jawab), dan al-maṣlaḥah 
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al-‘āmmah (kemaslahatan umum) merupakan fondasi etika normatif yang dapat menjadi 

pedoman dalam proses pembentukan hukum di Indonesia.(Absori, 2018) Nilai-nilai 

tersebut tidak hanya berfungsi secara moral, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan 

kelembagaan yang relevan dengan Ilmu Perundang-undangan. Prinsip al-‘adl menuntut 

agar setiap undang-undang yang dibentuk menjamin keadilan substantif dan tidak 

berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Keadilan dalam siyasah syar’iyyah 

menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menegakkan kesetaraan hak 

dan menghapus ketimpangan sosial.(Hariyanto, 2014) Nilai al-amanah mengandung 

makna integritas legislator dan aparatur negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, 

amanah dalam konteks hukum menuntut pembentuk undang-undang untuk memikul 

tanggung jawab moral atas norma yang ditetapkan, agar tidak disalahgunakan demi 

kepentingan politik sesaat.(Kusnadi, 2019) 

Nilai al-syura memberikan dimensi partisipatif dalam pembentukan hukum. 

Prinsip musyawarah memastikan bahwa setiap keputusan dalam proses legislasi 

dihasilkan melalui dialog dan pertimbangan rasional yang melibatkan masyarakat, 

akademisi, serta pemangku kepentingan.(Jamhuri & Farhani, 2024) Sementara itu, al-

mas’uliyyah menekankan tanggung jawab lembaga negara dalam menjamin keadilan 

sosial dan keterbukaan hukum.(Elviandri, 2019) Al-maṣlaḥah al-‘āmmah menjadi arah 

utama seluruh proses legislasi: bahwa setiap hukum harus membawa manfaat bagi 

kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk kemudaratan.(Ali Rusdi, 2017) 

 

Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan Nilai Syura 

dan Maslahah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menetapkan empat tahapan utama dalam proses legislasi, yaitu 

perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, serta pengundangan dan 

penyebarluasan. Keempat tahapan tersebut dapat dianalisis dalam bingkai nilai-nilai 

siyasah syar’iyyah, terutama al-syura dan al-maṣlaḥah al-‘āmmah. 

Pada tahap perencanaan, yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas), nilai maslahah berfungsi sebagai landasan penentuan prioritas pembentukan 

undang-undang. Rancangan yang dimasukkan dalam Prolegnas seharusnya berangkat 

dari kebutuhan mendesak masyarakat dan memberikan manfaat luas. Prinsip 

kemaslahatan menuntut agar setiap rancangan hukum tidak bersifat elitis atau politis, 

melainkan benar-benar menjawab persoalan publik dan mendukung kesejahteraan 

sosial.(Rohman, 2019)  

Tahap penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang 

mencerminkan penerapan nilai syura. Proses ini idealnya dilakukan dengan melibatkan 

berbagai unsur Masyarakat dan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, dan 

kelompok terdampak untuk menjamin partisipasi publik. Musyawarah di tahap ini 

bukan hanya formalitas, melainkan bentuk penerapan prinsip al-syura yang 

mengutamakan deliberasi dan pencarian mufakat berdasarkan argumentasi ilmiah dan 

moral. Dengan begitu, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kekuasaan, tetapi 

juga dari partisipasi dan aspirasi masyarakat.(Sihombing dkk., 2023)  

Tahap pembahasan dan pengesahan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat merupakan arena penerapan keadilan deliberatif dalam perspektif siyasah 

syar’iyyah. Nilai syura menuntut agar perdebatan dan kompromi yang terjadi 

berlandaskan pertimbangan kemaslahatan, bukan kepentingan partisan. Sementara itu, 

nilai maslahah menegaskan bahwa setiap pasal dan substansi undang-undang yang 

disepakati harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan hanya memenuhi 

kehendak mayoritas politik.(Efendi, 2024) 

Tahap terakhir, yaitu pengundangan dan penyebarluasan, menegaskan prinsip 

tanggung jawab (mas’uliyyah) dan keterbukaan publik. Hukum yang sudah diundangkan 

harus disosialisasikan secara luas agar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam 

pandangan siyasah syar’iyyah, hal ini merupakan bagian dari amanah dan maslahah, 

karena keberlakuan hukum tidak hanya diukur dari pengesahan formalnya, tetapi dari 

sejauh mana hukum tersebut membawa manfaat nyata dan dipatuhi dengan 

kesadaran.(Hattu, 2011) 

Melalui internalisasi nilai syura dan maslahah dalam keempat tahapan tersebut, 

proses pembentukan hukum menjadi lebih substansial, demokratis, dan berkeadilan, 

bukan sekadar administratif. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan benar-benar 

menjadi instrumen untuk mencapai kemaslahatan publik dan keadilan sosial 

sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan konstitusi nasional. 

 

Integrasi Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah dengan Asas Hukum Nasional 

Integrasi nilai siyasah syar’iyyah dalam Ilmu Perundang-undangan mencerminkan 

keselarasan antara etika Islam dan asas hukum nasional sebagaimana diatur dalam UU 

No. 13 Tahun 2022.(Masykur, 2023) Asas kejelasan tujuan memiliki padanan langsung 

dengan prinsip al-maṣlaḥah, karena keduanya menuntut agar setiap peraturan dibuat 

dengan tujuan jelas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Ali Rusdi, 2017) Asas 

keadilan dalam pembentukan hukum mencerminkan nilai al-‘adl, yang menolak 

diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.(Azharie, 2023) Asas keterbukaan dan 

partisipasi masyarakat sejalan dengan al-syura, karena keduanya menekankan perlunya 

pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan hukum.(Munir, 2021) 

Selain itu, asas kejelasan rumusan dan keteraturan hierarki peraturan perundang-

undangan dapat dikaitkan dengan nilai tanggung jawab (al-mas’uliyyah). Nilai ini 

mengajarkan bahwa pembentuk undang-undang bertanggung jawab secara moral dan 

hukum untuk menciptakan regulasi yang jelas, tertib, dan tidak saling 

bertentangan.(Anggono, 2018) Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai siyasah syar’iyyah 

dengan asas hukum nasional tidak hanya memperkaya dimensi etis hukum Indonesia, 

tetapi juga memperkuat cita hukum Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial, 

kemanusiaan, dan kesejahteraan umum. Optimalisasi legal drafting merupakan strategi 

penting untuk mencegah tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-

undangan. Upaya ini mewujudkan prinsip tanggung jawab (al-mas’ūliyyah) dan keteraturan 

dalam sistem hukum nasional, serta mendukung integrasi nilai-nilai keadilan dan 

kemaslahatan yang menjadi inti dari siyasah syar’iyyah.(Sri Mahliati dkk., 2025) 

 

Produk Hukum yang Mencerminkan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah 

Salah satu contoh nyata penerapan nilai siyasah syar’iyyah dalam hukum nasional 
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adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbarui melalui Perpres 

Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs). Meskipun secara formal merupakan kebijakan pembangunan, peraturan ini 

pada hakikatnya adalah produk hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan 

keadilan sosial. Perpres tersebut mencerminkan nilai al-maṣlaḥah al-‘āmmah karena 

menempatkan kesejahteraan manusia, pelestarian lingkungan, dan pengurangan 

ketimpangan sebagai prioritas nasional. Nilai al-syura tercermin melalui mekanisme 

partisipatif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan 

masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan evaluasi SDGs. Selain itu, prinsip al-‘adl terlihat 

dalam tujuan peraturan yang mengupayakan pemerataan akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Dari perspektif siyasah syar’iyyah, Perpres SDGs bukan hanya kebijakan 

pembangunan, tetapi juga manifestasi dari hukum yang berorientasi pada maqāṣid al-

syarī‘ah yakni perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-

‘aql), dan lingkungan (ḥifẓ al-bi’ah). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat 

Islam dapat diimplementasikan secara substansial dalam sistem hukum nasional, tanpa 

mengubah struktur konstitusional negara. 

 

Conclussion 

Nilai-nilai siyasah syar’iyyah dapat menjadi fondasi etis dan filosofis bagi 

pembentukan hukum nasional yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada 

kemaslahatan umum. Integrasi antara prinsip keadilan (al-‘adl), musyawarah (al-syura), 

amanah, tanggung jawab (al-mas’ūliyyah), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) 

selaras dengan asas-asas Ilmu Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 

13 Tahun 2022. Dengan menempatkan nilai-nilai tersebut dalam setiap tahapan legislasi, 

sistem hukum nasional tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga bernilai moral, adil, 

dan humanis. Penerapan siyasah syar’iyyah menjadi instrumen penting untuk 

mewujudkan hukum yang berpihak pada rakyat, mencerminkan keadilan substantif, 

serta menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan cita hukum Pancasila dan maqāṣid al-syarī‘ah. 
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